
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.576, 2017 KEMENRISTEK-DIKTI. PTN. Program Sarjana. 

Penerimaan Mahasiswa Baru.  
 

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 27 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN 

PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 126 TAHUN 2016 TENTANG PENERIMAAN 

MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa ketentuan pelaksanaan seleksi mandiri penerimaan 

mahasiswa baru yang tercantum dalam Peraturan Menteri 

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 

2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana 

pada Perguruan Tinggi Negeri dipandang dapat mengurangi 

otonomi pengelolaan perguruan tinggi negeri; 

b. bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 126 Tahun 2016, perlu disesuaikan dengan 

kebutuhan perguruan tinggi negeri dalam pelaksanaan 

seleksi penerimaan mahasiswa baru program sarjana secara 

mandiri; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 2016 tentang 
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Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada 

Perguruan Tinggi Negeri; 

 

Mengingat 

 

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 336); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  5500); 

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

14); 

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889); 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru 

Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2169); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN 

TINGGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 

RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 126 

TAHUN 2016 TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU 

PROGRAM SARJANA PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI. 
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Pasal I 

Ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, 

dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 2016 tentang 

Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan 

Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 2169), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 12 

(1) Ketentuan mengenai persyaratan, metode, tata cara, dan 

kriteria seleksi penerimaan Mahasiswa baru program 

sarjana secara mandiri yang dilaksanakan oleh masing-

masing PTN diatur dan ditetapkan oleh PTN sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Seleksi Mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing PTN 

dapat menggunakan atau memanfaatkan nilai hasil tes 

SBMPTN yang difasilitasi oleh Panitia Pusat.  

(3) Pola penerimaan Mahasiswa baru secara mandiri yang 

dilaksanakan oleh masing-masing PTN hanya dilakukan 1 

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.peraturan.go.id



2017, No.576 -4- 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 6 April 2017 

 

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,  

DAN PENDIDIKAN TINGGI  

REPUBLIK INDONESIA,  

 

ttd 

 

MOHAMAD NASIR 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 13 April 2017 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA,  

 

                ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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